WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 55
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan
daerah akan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah
dalam pelaksanaan belanja atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah, serta untuk
menyelaraskan dengan fitur pada Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Penggunaan dan  Penyelenggaraan  Kartu  Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018
Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 196/ PMK.05/2018 Tentang
Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 855);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 582),

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun
2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah

Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa melalui

mekanisme UP.,

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan
jangkauan pemakaian yang lebih luas;

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia
barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui
mesin electronic data capture atau media dalam jaringan;

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari

terjadinya penyimpangan atau fraud,

efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;

e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari
penggunaan UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran tagihan Daerah dan pembebanan
biaya penggunaan UP KKPD.

A

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) KKPD digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa.
(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk pembayaran dengan uraian rekening:

a. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;

b. belanja makanan dan minuman rapat;

c. belanja pakaian batik tradisional,;

d. belanja perjalanan dinas biasa berupa biaya tiket transportasi dan
biaya akomodasi;

dengan ketentuan nilai transaksi paling banyak sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar

UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).



(6) Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu)

tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui
UP KKPD.

(7) Dihapus.
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasm
pada tanggal 2> _uli cCzd
WALI KOTA BANJARMASIN

——

IBNU SINA

Ditetapkan di Banj arrnasm

pada tanggal <~ Y% <
SEKRETARIS DAER KOTA BANJARMASIN,

P

4
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR



